
f JV 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN \VALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 69 TAHUN 2014 

'l'ENTANO 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARJ\NG M[LrK DAERAH 
DENGAN TINDAi< LANJUT Pl-~MUSNAHAN 

Menimbang 

Mcngi.ngat 

IJENGAN RAHMAT1'UHAN YANG MAHA t-;SA 

WALIKOTA PALEMl3ANG, 

a. bahwa bct.rJ.ng milik dnerah sebogni salah satu unsur 
pcnting dalam peoyclenggaraan pemerinlahon dan 
pembangunan daerah, pcrh.1 dikelola secara tcrUb agar 
dopR.t tlimonfaatkan secara optimal dalom rangka 
mc.:nd ukung punyelengga.r.ian pemcrinLahan dacrah; 

b. hahwa pengelolaan bnra.ng milik dacrab yang optimal 
merupakan salah salu hal yang membaJllu meningkatkan 
pendapaum dacrah cialam rongka mewujudkan 
kesejahtcr-aan masyarakal; 

c. bahwa dalam rangka tertib a d ministra.si l:il!rltl untuk 
mern.berikan 1Mdasan don kepastian hukum dalam 
tindak laitjul penghapusan barang milik daerah yang 
lidak dapat clipeTgUnokan la~i dan telah dil,elujui 
penghapusannya perlt1 mcngatur pe<loman tata cara 
pclaksanoan pcmu:mahon barang milik daerah di jajaran 
Pcmcri:mah Kora Palembang; 

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
poda huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mf'netapkao 
Pcraturan Walikota Pakmbang tentang Pcdoman 
PelA.ksanaan Pengh11pusan Ba.rang Milik Daerah dcngan 
Tindak LanjuL Pemw mahon; 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembenrukan Daerah Tingkac 11 dan Kotapraja di 
Sumatern Selacan (l,embaran Negara Republik ln<lones.ia 
rahun 1959 Nomor 73, Tambaban Lcm bar..m Negara 
Repablik Indonesia Nomor 1281); 

2 . Unda.ng-Undang Nomor 23 Tahw1 2014 tcntang 
Pemerintahan Dacrah (Lembarun Negara Republik 
Indonesia Tahun 201'1 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpuulik lndonesio Nomor 5587) scbal:(aimana 
ldah diubah dengan Pcratuma Pcmcrin tab Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tenrang Perubahan 
Alas Undong-Undang Nomor 23 lahun 2014 tentang 
Pcmcrin taban Daerah (1.embaran Negara Rl;:publik 
ln<lonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambaha n t.embaran 
Negara Re publik In donesia Nomor 55891; 

3. Peraruran Pemcrintah Nomor 27 Tahun 20 I 4 rentang 
Pen~elolann BAnmg Milik NPr;trn/ n "Frah (Lembaran 
Negara Rept1blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
5533); 



Menetapkan 

4. Pera.turan Meateri Dal.run Ncgcri Nomor 17 Tahun 2.007 
tentang Pcdoman Teknis Pcngelolaan Barang Milik 
Daerah; 

5·, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 
t~mang Pengelolaan Barnng Milik Daerah (Lemoaran 
Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALLKOTA TENTANG PJ£DOMAN PELAKSANAAN 
PENGHAPUSAN BARANG MlLIK DAERAH DENGAN 'l'!NT)AJ< 
LANJUT PEMUSNAHAN 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam peraruran Walikota ini. }•ang d1maksud dcngan: 
1. Pemerintah Kota adalah Pcmcrinl:ah Kora Palembang. 
2 . Walikota adaJah Walikota Palembang. 
3. Sekretaris DaLOrah adalah Sekretaris Daerah Kola 

Palembang. 
4. Ba.rang Milik Daerah adalah semua banmg yang clibcli 

atau dipcroleh atai. beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah ata\l berasal dari perolehan. hµnnya yang 
sah. 

5. Sa.man Kcrja Pcrangkat Dae.rah yang st:lanjutnya 
cfoiingkat SKP-D aaalah perangkat daerah pada 
Pemerinmh Kora selaku Pengguna Ba.rang, cerdiri dari 
Lembaga Tekois, Dinas, Bagian, pada Sekrctariat Daerah., 
Kecamaron, l'<eiura.han, Sekretaciat Dewan Perwakilan 
_Rak)iat Daerah, dan Saluan Pollsi Pamong Praja. 

6 . l.lnil Kerja adalah bagian dari SK.PD yang mela.ksanakan 
salu atau bcberap.i, program kecuali Bagian pada 
Scki:etariat Dierah. 

7. Pcmcgang Kekuasaan Pengelolaan Bar.mg Mi1ik Dacr~1 
adalah Walikota yang berwenang dan bcrtanggung jawab 
atas pemhinaan dan pclaksanaan pengelolaan b~g 
milik daerah_ 

8. Pengelola Barang ~dalah Sckre4iTls Daerah yang 
berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 
ke bijakan dan pedoman i.crta .melakUkan pengelola:an 
barang daerah. 

9. Pembanlu Pengcloln Barang adalah Kcpala SKPD yang 
dituajuk Kepa.la Daerab untu.k m.eml?antu ·me11jala11karl 
wewenang dan taoggungjawab Pengclola Barang. 

IO. Pengf,'l.ll,la Ba rang adalah Kepa1a SKPD pemegang 
kcwenangan penggunaan barang daer<!h·. 

11. Kuasa Pengguna Darang acl:alah .Kepala Unit Kcrja y.a11g 
ditunjvk oleh pcngguna barang untuk .menggunakan 
barangyang berada dalampenguasaannya. . . 

l2. Pengh~pusan adalah tindakan menghapus b_ara:ng m1l1k 
daerah dari daftar barang dengan mene1·hitkan sural. 
kepurusan dari pcjabat yang berwcnang untuk 
membebask;µJ peng_~na barang da.n / atau kuasa 
pengguaa barang dan/ atau pengelola barang .c!ari 
canggung jawa}? adminisrrasi dan fisik atas ba.raag yang 
berada dalam penguasaanya. 



. ,-

Pasal 2 

D1m~an Peraturan W'alikota ini, o.imtapkru1 Pedoruan 
P~aksana~n Pc:nghopusan Barang Milik Daerah Dengan 
Tmdak LanJut Pemusnaban Di Lingkungan Pemerintah Kola. 

BABil 
Pll:NOHJ\.PUSAN BA RANG MILTT< DAERAH DENGAN TINDAK 

l,I\NJUT PElVfUSNAHAt'l 

J?asal 3 

Sehelum dilakukan Pcqg,hapusan Barang Mfilk_ Daerah 
dcugan tindak lanjut pcrnu-snahan tcrlebih deJ1ulu 
dilaksanakan tahapan scbagai berikm: 
a . kepala SKPD sebagai Pengguna Barang wajib 

mengusulkan p.engh·apus~ kepada Pemegang 
Kck.uasaan P-engeJ.otaan Barang Mi!ik Daerah melalui 
Pengelola Barang untuk l>arang inventaris yang 
S\t~lab t ioak- bcrada dalam pcnguasaan Pcngguna 
Barang, sudah tidak dapat dima.11faalkan dalam 
menunjang tugns pokok dan fungsi SKPD, barang 
milk dacrah dimaksud sudah beralill 
kepemilikannya, terjadi pcnnusnaban atau karena 
sebab-scbab lain; 

b. Pengelola Ba.rang dibantu Pengguna Barang membenruk 
tim dengan pe rsooll berjumlah paling rcndah 5 (lima) 
orang yang terdiri dari aparan.u· di lingkungan SKPU, 
yang bila cliperlukan dapat melibllrkan unsur lCknis 
terkwt; 

c. tim scbagaima.na ilimaksud dalam huruf b berluga~ 
meneliti Ba rang M ilik Dacrah yang akan d.ilakukan 
pengbapusan; 

d. b~il penclitian scbagaimana dimaksud d alam huru.f c 
dituangkan dalam bcrita acara dcngan matcri kondisi riil 
Barang Milik Daerah tersehut, dengan re.k()mendas.i 
tindak lanjutnya apak:.-ili banmg terscbul dij1.1al, dipakai 
kemhRli dan/ atau dirnusnahkan, Mrta perrimbangan 
apakah Barang Milik Daerah dimaksud dapat 
mengurangi nilai buku atau tidak; dan 

c. berdasarkan berita acara dimaksud dalam huruf d 
dimaksud tim mengusulkan kepada P.enggt.ma B.arang 
unmk mcngajukan permohonan persetujuan 
penghapusan kepada Pengel9la Ba.rang. 

Pasal 4 

Penghapusan Ba.rang Millk Daerah dengan tindak lanjut 
pcmusnahan dilakukan apabila Batang Iv~ Daerah: 
a. ticiak dapat cligunakan, tidak dapat dimanfaatkan clan 

tidak dapat dipindabtangankau; ataU 
b. alasan lain scsuai dengan ke(entuq.n peratur.m Perunda11g

Wlda1,gan yang berlalru. 



PasalS 

Pclaksanaan pcmusaahan dilakukan oleh tim pemusnah~
yang ditetapkan dcngan KepUlusan Walikota deng~n 
mellbatkan SKPD cekois tcrkait yang dituangkon dalam l>erita 
acara pcmusnahan, ccrhadap: 
a bnrang inventaris yang tclah ditctapkan penghapusannya 

dengan Keputusan Walikota yang dlsctujui untuk 
dimusnahkan; 

b. barang pakai habis yang telah ditctapkan pcnghapusannya 
dengan Keputusan Walikot.a yang disetujui untuk 
dimusnahkan; dan/atau 

c. hasil bon~karan gedung, baik karena pembongkara.n 
scbagian atau scluruhnya yang disetujui untuk 
dimusnahkan. 

Pasa16 

Pelaksanaan pomusnahan dilakukan dengan cara: 
a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. ditimbun dalam tanah; 
d. dilcngg_elamkan kc dalam sungai; atau 
e . scsuai dengnn ketenruan peraturan pcrundang-undnngan. 

Pasal 7 

Setiap pemusnahan Barang Milik Daernh di lingkungan 
Pemerintah Kota, mempedomani kctentuan dalam Pen:nuran 
Walikota ini. 

Pasal 8 

Sekretaris Daerah selaku Pcugclola Barang mengkoordinir 
dan mcng_cndalikan pcmusnahan Bara.ng Milik. Dae-rah di 
lingkungan Pemerintah Kota. 

Pasal9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 
peogundaogan Peraturan Walikota ini, dengan 
penempauuinya daJam Berita Daerah Kota Palembang. 

Diundongkan di Palembang 
pad a tanggal J., -12-- U>~ '1 
SE '.ARIS DAERAH 
KO ALEMBANG 

UC K IIIDAYA1' 

Diletapkan d Palembang 
pada tangg l\'@lbef" 2014 

Pit. WALIKO A PALEMBANG, 

HARNOJOYO 

. BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 


